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Pmerintah berusaha dengan b vi pandemi covid-
19 salah satunva dengan ‘menerapkin soefal disfoneing atan phuvical distancing
yang ditetapkan pemerintah pusat mulai tanggal 15 maret 2020, Semua hal ini
dilakukan dalam upaya memutuskan mata rantai der penyebaran vins corona.
Namun kenyataannya jumlah kasus kematian semakin meningkat akibat dari covid-
19 tersebut, keadaan ini yang akhimya pemerintah Indonesia membatasi mobilitas

masyarakat dengan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal



31 Maret 2020, Kebijakan publik tentang PSBB sebagai penanganan covid-19 No.
21 Tahun 2020 merupakan Persturan Pemerintah Republik Indonesia, dan ada (3)
tiga dasarr dalam pelaksanaannya diantaranya pertama Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Kedua Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan ketiga

Linds o-Undang Nomor 4 Tahun 1984
lanya Peraturan Menteri Kesehatan RI
Dalam Rangka

tentang Wabah Penyakit Me
MNomor 9 1201

pcial ekonomiy

¥ DLKEN hanvid G

 pedesaan di selurub Indonesia,
Mengingat wilayah Negara p jika dalam menangani
pandemi covid-719 hanva mengandalkan pemerintah pusat, namun pemerintah
daerah hingga pemerintah di tingkal desa vang menspakan sebagai unil terkecil
yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus berpartisipasi dan diselesaikan
bersama-sama dolam menangani problem akibat pandemi cowvid-79. Dalam

implementasinya, pemerintah telah mengumumkan kebijakan penanganan korban



terinfeksi covid-/9 diantaranya kebijakan pencegahan penularan melalui protocal
kesehatan, kebijakan mobilitas masyarakst, kebijukan penanganan masyarakat
terdampak covid-1%, perubshan anggaran dan lainnya, hal ini membutuhkan
keterlibatan berbagai pihak terutama pemerintah desa yang bersentuhan langsung

3. Penjelasan Perubahan APBDes.

Semua hal diatas menjadi scuan mosyarakat desa tentang pelaksanaan Desa
Tanggap Cenid-19 dan penggunaan dana desa utuk penguatan ekonomi masyarakat
di bawah pengaruh covid-19.



Kemudian dalam rangka menanggulangi pandemi covid-/% Kemenierian Desa,
Pembangunan Daerah Miskin dan Transmigrasi (PDTT) telah menerbitkan
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020, Khususnya terksit dengan perang
melawan pandemi covid-/% di bidang ekonomi Sebagmimans dinyatakan bahwa
Prioritas Penggunaan dana Desa 2021 scheSar 30 % dialokasikan untuk mengatasi

pandemi covid-19. Sérta Peraturan Pemerintah Piisat No § Tahun 2020 tentang

. peny eervid-19. Desa
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Pandemi_covis (9 merupakan suatu hal yang o -~
4 ying terjadi pada awal
jplementasi adalah tindakan
dapat dilaksanakan setelah perencanaan sudah dinyatakan sempurna. Keberhasilan
pencapaian twjuan dalam sustu kebijakan mengacu pada scberapa jauh
implementasi yang dilaksanakan. Implementasi adalah proses mewujudkan rencana
menjadi tindakan (Wijava dan Supadmo, 2006:81). Kegiatan implementasi fokus

pada implementasi program, administrator, organisasi, dan interpretasi serta



mengimplementasikan pedoman vang dipilih (Pasalog, 2014:57-58). Sedangkan
Winarmo (2012) menyatakan implementasi suatu kebijakan terbatas hal ini untuk
dijangkau oleh pejabat pemerintah dan individu (kelompok) yang bertujuan untuk
mencapai fujuan yang sudah ditetapkan pada keputusan kebijukan sebelumnya.
nat disimpulkan bahwa implementasi
un aksi yang dilakokon oleh

merupakon salah satu pendapatan dess yang bersumber dan Anggaran Belanja dan
Pendapatan Negara (APBN), dan penggunaannya terintegrasi kedalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa { APBDes). Namun dimasa pandemi covid-79 yang
terjadi hingga sant ini Dana Dess mempunyai focus lebih dalam mengatasi
permasalahan krisis ekonomi bagi masyarnkat yang terdampak.



Akan tetapi pada kenyataannya penanganan pandemic covia-19 hingga saat ini
belum sesuai dengan vang diharapkan. Hal ini terjadi dipicu oleh adanya wilayah
Indonesia yang begitu luas sehingga jika hanya dengan mengharapkan pemerintah
pusat yang menjadi tolak ukur dalam penanganan pandemic covid-19, besar
sga dengan adanya kebijakan

gamor § Tahun 2020 mengenai

cebljakan Desa Tanggap Covid-19 di

ek Kabupates Sicten II1Y,

1.3 Tujoan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan

dari penelitian ini adalah:



I. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan konsep
implementasi kebijakan Desa Tanggap Cewid-19 di Kalurahan
Condongeatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman DIY.

2. Untuk mengetshui apakah dalam implementasi kebijakan Desa
Tanggap Covid-19 di Kelurahiin Condongeatur Kapanewon Depok

Sleman DIY.

3. Bagi penulis, penelition ini diharapkan dapat bermanfant dalam
menambah  wowasan  penulis  terutama  secara  akademik dan
memperdalam pengetabuan tentang Implementasi Kebijakan Desa



Tanggap Covid-19 di Kalurahan Condongeatur Kapanewon Depok
Kabupaten Sleman DIY.

4. Harapan lain dari penelitian ini odalsh untuk dapat dijadikan wadah
dalsm pembelajaran bagi sispa saja yang ingin memperdalam llmu

tentang hasil pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan dan
pembahasan dari analisa data yang diproleh.

BAB V penutup



Bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian,
kesimpulan merupakan hasil penyelesaian analisis yang didapat dari suatu
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